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peduli” - Ali bin Abi Thalib 
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percaya menjadi percaya, dan memberikan keberanian pada orang yang 
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ABSTRAKSI 

 

Nama : Mochamad Rizky Ferdiansyah Ramadhani 

NIM : 202110110311410 

Judul : Analisi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas 

Pencalonan Kepala Daerah Ditinjau Dari Prinsip 

Demokrasi 

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. 

2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuka 

peluang lebih luas bagi partai politik kecil dan calon independen. Penelitian ini 

membahas terkait dasar pertimbangan hukum hakim dan menaganalisis 

implikasinya terhadap demokrasi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan 

partisipasi politik dan inklusivitas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini serta 

implikasi hukumnya terhadap prinsip demokrasi. Metode yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen 

dan dan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa MK menurunkan 

ambang batas pencalonan dari 20%-25% menjadi 6,5%-10% berdasarkan jumlah 

penduduk di daerah tersebut. MK beralasan bahwa ketentuan sebelumnya 

membatasi hak politik dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang lebih 

terbuka. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa 

putusan MK membawa perubahan penting dalam sistem pemilihan kepala daerah, 

meskipun tetap perlu ada pengawasan agar tidak terjadi politik yang terlalu 

terfragmentasi. Maka dari itu perlu diberikan regulasi lanjutan untuk memastikan 

kebijakan ini berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas demokrasi dan 

kepemimpinan daerah. 

 

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas, Demokrasi. 
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ABSTRACT 

 

Nama : Mochamad Rizky Ferdiansyah Ramadhani 

NIM : 202110110311410 

Judul : Juridical Analysis Of Constitutionan Court Decision 

Number 60/PUU-XXII/2024 Concerning The 

Threshold For Regional Head Nominations 

Reviewed From The Principles Of Democracy 

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. 

2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

 

The Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 opens up 

wider opportunities for small political parties and independent candidates. This 

study discusses the basis for the judge's legal considerations and analyzes its 

implications for Indonesian democracy, especially in increasing political 

participation and election inclusiveness. This study aims to examine the basis for 

the legal considerations used by the judge in deciding this case and its legal 

implications for the principles of democracy. The method used is normative legal 

research with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials 

used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material 

collection techniques for document studies and literature studies. The results of the 

study show that the Constitutional Court lowered the nomination threshold from 

20%-25% to 6.5%-10% based on the population in the area. The Constitutional 

Court argued that the previous provisions limited political rights and did not reflect 

the principles of a more open democracy. Based on the results of the research and 

discussion, it is known that the Constitutional Court's decision brought important 

changes to the regional head election system, although supervision is still needed 

so that politics does not become too fragmented. Therefore, further regulations need 

to be provided to ensure that this policy runs well without reducing the quality of 

democracy and regional leadership. 

 

Keywords: Constitutional Court Decision, Threshold, Democracy.  
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